MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR  243/PMK.05/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang—.
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian
Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir
Tahun Anggaran;

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian
output Kementerian Negara/Lembaga, perlu mengubah
beberapa ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian
sisa pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang

Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian
b
r'd
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Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir

Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014

tentang  Pelaksanaan  Anggaran Dalam Rangka

Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai

Dengan Akhir Tahun Anggaran;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK
TERSELESAIKAN  SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN

ANGGARAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran
Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak
Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, diubah

t
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sebagai berikut:
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http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/1TAHUN2004UU.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/45TAHUN2013PP.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/54TAHUN2010PERPRES.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/4TAHUN2015PERPRES.pdf
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/4TAHUN2015PERPRES.pdf
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/194~PMK.05~2014Per.HTM
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1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan
ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia
barang/jasa  akan mampu  menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan setelah diberikan
kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh)
hari kalender sejak berakhirnya masa
pelaksanaan pekerjaan;

b. penyedia barang/jasa sanggup untuk
menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya
masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan
dengan surat pernyataan kesanggupan yang
ditandatangani di atas kertas bermeterai;

c. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas
penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat
dilakukan pada tahun anggaran berikutnya
dengan menggunakan dana yang diperkirakan
dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran
Berikutnya melalui revisi anggaran.

(2) Surat pernyataan = kesanggupan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit
memuat:

a. pernyataan kesanggupan dari penyedia
barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;

b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa
pekerjaan dengan ketentuan paling lama
90 (sembilan puluh) hari kalender sejak

berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
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(4)
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c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia
dikenakan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan; dan

d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak
menuntut denda/bunga apabila terdapat
keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa
pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang
diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian
revisi anggaran.

Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA

memutuskan untuk:

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke
Tahun Anggaran Berikutnya; atau

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke
Tahun Anggaran Berikutnya.

Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan

konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP).

Ketentuan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat

yakni ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 9
Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang
dilanjutkan ke Tahun Anggaran  Berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak
berkenaan.
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Mencantumkan sumber dana untuk membiayai
penyelesaian  sisa  pekerjaan yang akan
dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari

DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;
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b. Tidak boleh menambah jangka waktu/masa
pelaksanaan pekerjaan.

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak
berakhir.

Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku
jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan
oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan
Perubahan Kontrak.

Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang

tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana

. dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan

denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia
barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan
sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah
hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan
nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9%

(sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.
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Pasal II
. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1957

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
U
Kepala, B’agrah T%U Kementerian
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